
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SEI,ATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 
'+ 

TAHUN 2O2O

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pembentukan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu

ditindaklanjuti dengan Susunan, Kedudukan, T\rgas

F\rngsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Stnrktur

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapra.ia di

Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot5 Nomor 58, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

2.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tbhun

2OL9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nornor 18 Tahun 2OL6 tentang krangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol9 Nomor

t87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6aO2l;

Perah:ran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OL9

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesahran Bangsa dan Politik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l94l;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO-44O Tahun

2OL9 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daeratr

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Kesattran Bangsa dan Politik;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor lAO-441 Tahun

2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6
Tahun 2O2O tentang Pembentukan Organisasi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (kmbaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2A2Ol;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN,

TUGAS FUNGSI DAN STRUTCTUR ORGANISASI BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

3.

4.
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3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

5. Badan Daeratr adalah Badan Daerah Kabupaten Muara Enim.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT

adalah Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas / Badan.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut

UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau

kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

PEMBEI{TUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN

SUSUNAN ORGAI{ISASI

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur

pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan

politik.

(21 Badan Kesahran Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala

Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu

Bupati dalarn rnelaksanakan tugas di bidang kesatrran bangsa

dan politik di wilayah kabupaten.



-4-

Pasal 5

Untuk melaksanakan hrgas sebagaimana tersebut dalam Pasal

4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebi$akan teknis di bidang kesatuan bangsa

dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan

peratrrran Pemndang-undangan ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggara€rn

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kenrkunan antarsuku dan intra sulnr, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan

ketentuan peratrrran Penrndang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antar suku dan intra sulu, umat

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan pena.nganan konflik sosial di wilayah

kabupaten sesuai dengan ketenhran perahrran

Perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan

ideologi Pancasila dan wawasarr kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerulmnan antar suku dan intra

suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi fonrm koordinasi pimpinan daerah

kabupaten;
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f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,

terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagran Program dan Anggaran;

2. Sub Bagran Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ifurakter

Bangsa, membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

d. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan

Demokrasi; dan

2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah,

Perwakilan dan Partai Politik;

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,

dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama; dan

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonIlik,

membawahi:

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama

Intelejen; dan

2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Strafttur Organisasi Badan Kesatrran Bangsa Dan

Politik sebagaimana tercantrrm pada Lampiran Peraturan

Bupati ini.
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BAB TV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kepala Badart

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan hrgas di

bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan

bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai

dengan ketentuan peraflrran perundang-undangan;

b. pelaksanaan keb[iakan di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kenrkunan antar sulm dan intra sulnr,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya,

pembinaan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah

kabupaten sesuai dengan ketentrran peraturan

penrndang-undangan

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan ;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

ekonorni, sosial dan budaya, perrbinaan kerrkrrnan

antar suku dan intra sulnt, umat beragama, ras, dan

golongan lainnya, fasilitasi organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
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nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang- undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan

daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat berttrgas memberikan pelayanan administratif

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai

fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkrngan

Badan Kesattran Bangsa dan Politik Kabupaten;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rlmah
tangga dan aset di lingliungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten;

e. pengelolaan urusan Aparahrr Sipil Negara di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Bagran Ketiga

Sub Bagian Program dan Anggaran

Pasal 9

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas

melaksanakan penylapan koordinasi penyusunan pnogram

dan araggararT., pengelolaan data dan inforrnasi,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penJrusunan

laporan kineda.
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(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program dan

Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan

renca.na program kegiatan dan anggaran Sub Bagian

Program dan Anggaran;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan

anggara.n kegiatan di lingkungan badan;

c. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di

linglmngan badan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengedalian dan

monitoring program di lingkungan badan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi

dan pelaporan program di lingkungan badan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagran Keempat

Sub Bagian Keuangan

Pasal 1O

(1) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verilikasi dan

pembukuan.

l2l Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagran Keuangan

mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan, pengolahan data dan penyusunan

rencana kegiatan di Sub Bagran Keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pcnyusunan

program di lingkungan Badan;

c. penylapan bahan pengendalian dan monitoring

program di lingkungan Badan;

d. penJnapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi

dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Badan;

e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan

pembukuan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Bagran Kelima

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

(1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian bertugas

melaksanakan urusan persuratan, @@ usaha pimpinan,

kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan

dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.



-9-

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan batran, pengolatran data dan penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;

b. pengurLlsan persuratan, Ab usaha pimpinan,

kearsipan, hubungan masyarakat, protokol,

perlengkapan dan nrmah tangga, aset serta

pengelolaan kepegawaian di tingkungan Badan;

c. penyrapan bahan penyusunan rencana kebutuhan,

pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang

inventaris di linglnrngan badan;

d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan

bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan

Badan; dan

e. pelaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagran Keenam

Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 12

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa bertugas melaksanat€n sebagian tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah

kebangsaan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

a. penJrusunan progr€rm kerja di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan

sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka hrnggal ika darr

sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebiiakan di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela ttegara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka ttrngga-l ika dan

sejarah kebangsaan di wilayatr kabupaten;
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pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan

sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka

tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah

kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain y{tg diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagian Ketujuh

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 13

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas

melaksanakan penylapan bahan pen5rusunan program

kerja, perumusan kebiiakan, pelaksanaan kebiiakan di

bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi,

serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

ideologi dan wawasan kebangsaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

penyiapan bahan penrusunan program kerja di bidang

ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang ideologi dan wawasan kebangsa€rn di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

ideologi dan wawasarr kebangsaan di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan

kebangsaan di wilayah kabupaten; daq

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

e.

b.

c.

d.

e.
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Bagian Kedelapan

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Pasal 14

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas

melaksanakan penyiapan bahan penrusunan program

keda, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika,

sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Dalam menyelenggaraT<an tugas Sub Bidang Bela Negara

dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pen)rusunan program kerja di bidang

bela negara, pembauran, bhineka hrnggal ika, sejaratr

kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah

kabupaten;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika,

sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah

kabupaten;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah

kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah

kabupaten;

d. penylapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah

kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah

kabupaten;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran,

bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter

bangsa di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Kesembilan

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 15

(1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahart, per:wakilan dan partai politik, pemilihan

umtlm / pemilihan umum Kepala Daerah serta

pemantauan situasi politik.
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(21 Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Politik Dalam

Negeri mempunyai fungsi :

a penrusunan program kerja di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, pening!<atan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum

Kepala Daerah serta pemantauan sittrasi politik di
wilayah kabupaten;

b pen5rusunan bahan perumusan kebi,jakan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

demolrrasi, f,asilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta

pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala

Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah

kabupaten;

d pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partat

politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala

Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah

kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan parta.i politik,

pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah

serta pemantauan sihrasi politik di wilayah

kabupaten; dan

f pelaksan€ran fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagran Kesepuluh

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan

Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan

pen5rusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi,
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dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pendidikan

Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di

bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

pemantauan situasi politik dan peningkatan

demokrasi;

b. penyiapan bahan penJrusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala

daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan

demokrasi di wilayah kabupaten;

c. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah

kabupaten;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah

kabupaten;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum

kepala daerah, pemantauan sihrasi politik dan

peningkatan demokrasi di wilayah kabupaten;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepda

Bidang.

Bagran Kesebelas

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik

Pasal I"7

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik berhrgas melaksanakan

penyiapan bahan pen5rusunan program kerja, perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitodtg,

evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
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Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penJrusunan program kerja di

bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik;

b. penylapan bahan penrusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik di wilayah

kabupaten;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan d.an

Partai Politik di wilayah kabupaten;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik di wilayah kabupaten;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Pennrakilan dan Partai Politik di wilayah

kabupaten;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Keduabelas

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan berhrgas melaksanakan

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, buda5ra,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi

dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan orrnas dan

onnas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ketatranan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a- penlrusunEm program kerja di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan serta

(1)

(21
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pendaftaran orrnas, pemberdayaan ornas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

orrnas asing di wilayah kabupaten;

pen5rusunan batran perumusan kebijakan di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaa.n narkotika, fasilitasi

kerulmnan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran ortnas, pemberdayaan

orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas,

pengawasan onnas dan orrnas asing di wilayah

kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, fasilitasi kemkunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan serta pendaftaran orrnas,

pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa

orrnas, pengawasan orrnas dan orrnas asing di wilayah

kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan serta pendaftaran orrnas,

pemberdayadn orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa

o(nas, pengawasan onnas dan ormas asing di wilayah

kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kenrkunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan

orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas,

pengawasan orrnas dan orrnas asing di wilayah

kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagran Ketigabelas

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 19

(1) Sub Bidang Ketaharrran Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama bertr:gas melaksanakan penyiapan batran

pen5rusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitodtg, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
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budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

serta fasilitasi kemkunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan.

(21 Dalam menyelenggarakan hrgas Sub Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :

penyiapan bahan pen5rusunan program kerja di

bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta

fasilitasi kerulmnan umat beragama dan penghayat

kepercayaan;

penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kerulnrnan umat beragama

dan penghayat kepercaya€Ln di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi

keruk:unan umat beragama dan penghayat

kepercayaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi

kerukernan umat beragama dan penghayat

kepercayaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kemliunan umat beragama

dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Keempatbelas

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

(U Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertrrgas

melaksanakan penyiapan bahan pen5nrsunan program

kerja, perumusan kebiqiakan, pelaksanaan kebijakan,

koordinasi, monitodrg, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi dan

mediasi sengketa orrnas, pengawasan ortnas dan orrnas

asing.

b.

c.

d.

e.
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(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan penJrusunan program kerja di

bidang pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas,

evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan

onnas dan ormas asing;

b. penylapan bahan pen5 rsunan bahan perumusan

kebijakan di bidang pendaftaran ortnas,

pemberdayaan ornas, evaluasi dan mediasi sengketa

orrnas, pengawasan orrnas dan onnas asing di wilayah

kabupaten;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pendaftaran orrnas, pemberdayaan onnas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orrnas dan

or(nas asing di wilayah kabupaten;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan orrnas dan

orrnas asing di wilayah kabupaten;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pendaftaran orrnas,

pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa

orrnas, pengawasan onnas dan orrnas asing di witayah

kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Kelimabelas

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 21

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan

dini, kerjasama inteliien, pemantauan orang asing, tenaga

keda asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,

serta pen€ulganan konflik di wilayah kabupaten;

{21 Dalam menyelenggarakan hrgas Bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a. penJrusunara prograrn kerja di bidang kewaspada.an

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
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bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

pen5rusunanbahan perumus€rn kebijakan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan

orang asing, tenaga kerja asing dan kmbaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan

konflik di wilayatr kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intellien, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan L,embaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteliien,

pemantauan or€Lng asing, tenaga kerja asing dan

Iembaga asing, kewaspadaan perbatasan antsr

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,

serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagran Keenambelas

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 22

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama bertugas melaksanakan penylapan bahan

penJrusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitodtg, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

serta fasilitasi kemkunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya danAgama mempunyai fungsi :

c.

e.

(1)

(2t
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penyiapan bahan pen5rusunan program kerja di

bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta

fasilitasi kemkunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan;

penyiapan bahan penJrusunan bahan perunrusan

kebiiakan di bidang ketatranan ekonomi, sosial, dan

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kenrkunan umat beragama

dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, flasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahguna€rn narkotika serta flasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya, fiasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika serta fasilitasi kenrkunan umat beragama

dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Kehrjuhbelas

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas

melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan program

kerja, perumusan kebdakan, pelaksanaan kebijakan,

koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendaftaran onnas, pemberdaya€rn onnas, evaluasi dan

mediasi sengketa orrnas, penga$fasan orrnas dan orrnas

asing.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penJrusunan program kerja di

bidang pendaftaran ortnas, pemberdayaan ortnas,

evaluasi dan mediasi sengketa ortnas, pengawasan

d.

e.

(1)

(21
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orrnas dan ormas asing;

penyiapan bahan pen5rusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang pendaftaran orrnas,

pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa

orrnas, pengawasan orrnas dan orrnas asing di wilayah

kabupaten;

penylapan bahan pelaksanaan kebiiakan di bidang

pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ornas asing di wilayah kabupaten;

penlnapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan onnas dan

orrnas asing di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pendaftaran ofinas,

pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa

orrnas, pengawasan orrnas dan orrnas asing di wilayah

kabupaten;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagian Kedelapanbelas

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 24

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesattran

Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan

dini, kedasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan kmbaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, fiasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,

serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a penJrusunan program kerja di bidang kewaspadaan

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan kmbaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

b penyusunanbahan perumusan kebijakan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan

orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

b.

c.

d.



(x)

-21 -

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan

konflik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga

kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di

wilayah kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,

serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

pelaksanaan fasilitasi forrm koordinasi pimpinan

daerah kabupaten;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagran Ke sembilanbelas

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteliien

Pasal 25

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

bertugas melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan

program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakarr, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteliien,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

l*nbaga asing, kewaspadaan perbatasan antar taegara,

serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan

Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi :

a- penyiapan bahan perTrusunan prograrn kerja di

bidang kewaspadaan dini, kedasama intel{ien,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

l,embaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

{21
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negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan;

penyiapan bahan pen5rusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan Iembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelifen, pemantauan

orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelirjen, pemantauan

orang asing, tenaga kerja asing dan kmbaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah

kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan di wilayah kabupaten;

penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi forum

koordinasi pimpinan daerah kabupaten;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Bagran Keduapuluh

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 26

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan

penyiapan bahan perr5rusunan program kerja, perumusa.n

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Penanganan

Konflik Inteliqien rnernpunyai fungsi :

a. perryiapan bahan pen5nrsunan program kerja di

bidang penanganan konflik;

b.

c.

d.

e.

g.
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b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan

kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah

kabupaten;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanganan konflik di wilayah kabupaten;

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang

penanganan konflik di wilayah kabupaten;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang penanganan konflik di

wilayah kabupaten;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

(1) Pada Bad.an Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibenhrk

satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai

kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan I atau kegiatan penunjang tugas

pokok badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Pengaturan mengenai UPT mengenai nomenklatur, jumlah,

jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

peraturan Pemndang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan F'ungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang dihrnjuk.

(a) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur

berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan.
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BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
gada tanggal lB. I{ovsabat Z)21

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal lE Novenber 2o2o

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2O NOMOR 5+.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUARA ENIM

I^A,MPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 51 retiun 2a2a

TANGGAL {A Novenber 2O2O

BII'ATf,}
KETAHANAN EKONOMI, SOSTAL,

BUDAYA, AGAMA DAN ORGAI{ISASI
KEMASYARAKA'TAN

AIDAIIE
KEUIASPADAAN NASIONAL DAN

PENANGANAN KONFLIK

BIDAIrc
IDEOLOGI, WAWASAN

KEBANGSAAN DAI.I KARAIffER

BIDAI|G
POLITIK DAI.AM NEGERI

SI'B 3II'Are
KEIIIASPADAAN DINI DAN
KER.'ASAMA INTELIJEN

SUB AIITAIrc
PENDIDII(AI{ POUTIK DAN

PENINGKATAN DEMOKRASI

SUB BII'AIrc
KETAHANAN EKONOMI,

SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

SI'B.BII'AIIE
IDEOI'GI DAN WAWASAN

KEBANGSAAN

SUB BIDAIG
ORGANISASI

KEMASYARAI(ATAN

SUB AIDA,TG
PENANGANAN KONFLIK

SUB AII'AIW
BELA NEGARA DAN
KARAIffER BANGSA

SUB AIDAIrc
FASILTTASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAH, PER1VAKII,.6,N

DAN PARTAI POLINK

PIt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH


